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BASIS KINERJA SISTEM KEHUTANAN 

(UU 41/99)

a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan 
sebaran yang proporsional;

b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi 
konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai 
manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang 
dan lestari

c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai

d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan 
keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan 
berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan 
sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan 
eksternal; dan

e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan



KOMITMEN INDONESIA

Pledge penurunan emisi sebesar 26-41% sampai tahun 2020 (COP 21);

INDC yang kemudian menjadi NDC, menyatakan komitmen penurunan
emisi sebesar 29% sampai tahun 2030 (COP 23)



9 STRATEGI IMPLEMENTASI NDC

1. PENGEMBANGAN OWNERSHIP DAN KOMITMEN

2. PENGEMBANGAN KAPASITAS

3. ENABLING ENVIRONMENT

4. PENYUSUNAN KERANGKA KERJA DAN JARINGAN 
KOMUNIKASI

5. KEBIJAKAN SATU DATA GRK

6. PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN 
PROGRAM (KRP) INTERVENSI

7. PENYUSUNAN GUIDANCE IMPLEMENTASI NDC

8. IMPLEMENTASI NDC

9. PEMANTAUAN DAN REVIEW NDC

Sumber : DJ-PPI



AKSI MITIGASI UNTUK 

PENCAPAIAN TARGET NDC

SEKTOR KEHUTANAN

• Penurunan deforestasi* (0,45jt - 0,325jt ha/tahun di 2030) → Ditjen PKTL, 
Ditjen KSDAE, Ditjen PSKL, Ditjen PHPL, Ditjen PDASHL.

• Peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, baik di 
hutan alam (penurunan degradasi*) maupun di hutan tanaman. → Ditjen 
PHPL

• Rehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada tahun 2030 atau 800,000 
ha/tahun dengan survival rates sebesar 90% .→ Ditjen PDAS-HL, Ditjen 
KSDAE, Ditjen PSKL

• Restorasi 2 juta ha gambut pada tahun 2030 dengan tingkat kesuksesan
sebesar 90%.  (Catatan: * berada di bawah skema REDD+) → Ditjen PPKL, 
BRG

Sumber : DJ-PPI
NOTE :
Semua kegiatan membutuhkan data dan informasi pemantauan→ Ditjen PKTL



KEBIJAKAN KLHK dalam Restorasi

• Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem
Gambut (PP No 57/2016 )

• Rehabilitasi DAS

• IUPHHK – RE

• Rehabilitasi Ekosistem di Kawasan Konservasi

Sumber : SOIFO 2018





ENABLING 
ENVIRONMENT

▪ Penetapan Kawasan Hutan

▪ RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat

Nasional)

▪ Pembentukan KPH

▪ Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS)

Kawasan Hutan



▪ Unit Kliring Data Spasial KLHK

▪ Walidata Penutupan Lahan

▪ Walidata Fungsi Kawasan Hutan

▪ dll

KEBIJAKAN 
SATU DATA GRK

http://geoportal.menlhk.go.id

http://webgis.menlhk.go.id



▪ Moratorium Hutan dan Lahan Gambut

▪ Pengendalian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan 

Hutan

✓ pada lahan tidak produktif, 

✓ moratorium sawit

IMPLEMENTASI 

NDC



▪ Penyediaan Data Penutupan Lahan/Hutan

(DATA UTAMA PERENCANAAN RESTORASI)

▪ Pemantauan Perubahan Penutupan 

Lahan/Hutan

▪ Penyedian Data Areal Kebakaran

▪ Penyediaan Data Potensi Sumber Daya Hutan

1990
2017

PEMANTAUAN 
DAN 

REVIEW NDC
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